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  c. bahwa untuk pemberian ijin untuk layanan publik 

tertentu di lingkungan Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 

perlu diatur ketentuan mengenai kewajiban melakukan 

konfirmasi status wajib pajak; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 

tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian 

Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009  tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4953); 

  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966);  
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  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi 

Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6414); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang 

Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 

  7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269); 

  8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270); 

  9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala 

Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 62); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK 

DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI 

KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini  yang dimaksud dengan: 

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat 

KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi 

pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu 

untuk memperoleh keterangan status wajib pajak. 

 

 



- 4 - 

 

www.jdih.kemenparekraf.go.id                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang 

diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak untuk pelaksanaan 

KSWP atas layanan publik tertentu pada instansi 

pemerintah. 

3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 

4. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP 

adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai 

sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan 

sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. 

5. Layanan Publik Tertentu adalah layanan publik di 

lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi 

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di Bidang Kepariwisataan dan Ekonomi 

Kreatif. 

 

Pasal 2 

(1) Menteri melakukan KSWP dalam pemberian Layanan Publik 

Tertentu kepada menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang keuangan melalui Direktur Jenderal 

Pajak untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak. 

(2) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) meliputi:  

a. layanan perizinan berusaha sektor pariwisata bagi 

penanaman modal asing yang sudah mempunyai Tanda 

Daftar Usaha Pariwisata aktif dan efektif; 

b. layanan fasilitasi akses pembiayaan dari bank dan non 

perbankan; 

c. bantuan insentif pemerintah; dan 

d. penunjukan dan penetapan Lembaga Sertifikasi Usaha 

bidang Pariwisata.  
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(3) Menteri menunjuk Deputi Bidang Industri dan Investasi 

untuk melakukan KSWP untuk Layanan Publik Tertentu 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).  

 

Pasal 3 

KSWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan 

secara elektronik melalui aplikasi yang telah disediakan oleh 

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Pasal 4 

Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 ayat (1) memuat status valid atau tidak valid sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan. 

 

Pasal 5 

Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 memuat status valid, permohonan 

Layanan Publik Tertentu dapat diproses lebih lanjut sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 6 

(1) Dalam hal Keterangan Status Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 memuat status tidak valid, 

permohonan Layanan Publik Tertentu tidak diproses lebih 

lanjut. 

(2) Permohonan Layanan Publik Tertentu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan kembali setelah 

pemohon Layanan Publik Tertentu memperoleh Keterangan 

Status Wajib Pajak yang memuat status valid sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

perpajakan.  
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Pasal 7 

Pemohon Layanan Publik Tertentu dapat mengetahui informasi 

Keterangan Status Wajib Pajak sebelum mengajukan 

permohonan Layanan Publik Tertentu secara mandiri melalui 

laman Direktorat Jenderal Pajak. 

 

Pasal 8 

(1) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama melakukan 

pembinaan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pelaporan, 

serta monitoring dan evaluasi. 

(2) Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama dan Inspektur 

melakukan pengawasan terkait KSWP dalam pemberian 

Layanan Publik Tertentu. 

 

Pasal 9 

Deputi Bidang Industri dan Investasi menyampaikan laporan 

pelaksanaan KSWP secara berkala kepada Menteri melalui 

Sekretaris Kementerian. 

 

Pasal 10 

(1) Dalam hal pelaksanaan KSWP tidak dapat dilakukan secara 

elektronik, pelaksanaan KSWP dapat dilakukan secara non 

elektronik. 

(2) Pelaksanaan KSWP secara non elektronik sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara langsung 

pada Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. 

 

Pasal 11 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juni 2020 

 

MENTERI PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN 

PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

WISHNUTAMA KUSUBANDIO 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Juni 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 623 

 


